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Abstract

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk
menggerakan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna
mensejahterakan, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat
dengan penggunaan anggaran negara. Pengaturan tata cara pengadaan barang dan jasa
pemerintah dapat meninggatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah berada pada aspek hukum administrasi negara, hukum
perdata, dan hukum pidana. Pengadaan barang dan jasa harus diterapkan asas-asas umum,
baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas
tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai
pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa.
Abstract

Procurement of goods and services for the interests of the government is one tool to drive the economy, in
order to improve the national economy for prosperity, because the procurement of goods and services,
especially in the public sector is closely related to the use of state budget. The requlation of procurement
procedures for government goods and services can leave behind a conducive investment climate, the
efficiency of state expenditure. Procurement of government goods and services lies in the legal aspects of
state administration, civil law, and criminal law. Procurement of goods and services should be applied to
general principles, both long-known principles in the management of state finances, such as the annual
principle, the principle of universality, the principle of unity, and the principle of specialism as well as new
principles as reflecting the application of good rules In the management of state finances.
Keyword: Legal Aspects, Procurement.

1. Pendahuluan

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah
satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan
instansiinstansi pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun
(developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua
bidang.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam
mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana
penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa
pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan

' Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa suatu tinjauan yuridis peraturan

pengadaan barang dan jasa pemerintah, Jurnal Media Hukum 212 VOL. 24 NO. 2 / DESEMBER, 2017:148.
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lainlain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan
pengadaan barang dan jasa tidaklah sedikit.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, disamping merupakan
bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat,
sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak demi terciptanya suatu sistem
pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya niat
pemerintah yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses
perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik
pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan
kesejahtraan rakyat.

Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan
berbagai 193 bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam praktek,
pemerintah seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi
penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut
langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan
prosedur pengadaan barang dan jasa, maka: 1) dikenakan sanksi administrasi; 2) dituntut ganti
rugi/digugat secara perdata; dan 3) dilaporkan untuk diproses secara pidana.?

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pertama kali diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersendiri adalah dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang dirubah dengan
Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang kemudian diganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dirubah menjadi Pemerintah Peraturan Presiden
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/JasaPemerintah lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Namun hiruk pikuk pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilepaskan dari
perkembangan teknologi dan pasar barang/jasa yang semakin hari semakin berkembang dengan
pesat. Perkembangan lingkungan pengadaan yang begitu pesat mau tidak mau harus disikapi
oleh pemerintah dengan melakukan perubahan peraturan terkait pengadaan barang/jasa
pemerintah. Sehingga pada 15 Maret 2018 lalu, setelah melalui kajian dan diskusi panjang selama
lebih dari dua tahun, presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
yang sudah mengalami perubahan sebanyak lima kali.3

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk mewujudkan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
(value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan
berkelanjutan. Artinya, pengadaan pemerintah tidak hanya mencari harga termurah, akan tetapi
nilai/harga pengadaan yang sesuai dengan kemanfaatannya.

2 .
Ibid, hal. 149
3 https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/03/21/58837/, diakses 20 Agustus 2020



Paulus Legal Research
Volume 1, No. 1, June 2021, Pages 37-46 P-ISSN: xxxx-xxxX, E-ISSN: xxxx-xxxx

Desentralisasi pengelolaan pengadaan secara lebih responsible dimana daerah didorong untuk
mengembangkan “e-catalog local” yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk
mendorong pertumbuhan perekonomian lokal yang dilaksanakan oleh warga daerah itu sendiri
melalui UMKM. Sehingga, pengelolaan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah tidak
melulu meributkan proses tender, tetapi memiliki langkah strategis dalam rangka mendorong
pertumbuhan perekonomian di daerah. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan
juga akan dapat menciptakan “market place” bagi barang/jasa secara keseluruhan.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Instansi atau Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
Alasan memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa instansi atau lembaga tersebut diyakini
dapat membantu penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh
berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang
bersumber dari responde yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara, dan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelitian studi kepustakaan berupa
literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah,
surat kabar, dokumen dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini. Semua data yang berhasil diperoleh, baik yang sifatnya primer
maupun sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
membandingkan gambaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan fakta yang ditemukan di
lapangan sebagai hasil dari penelitian lapangan.

3. ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan mampu
memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pihak
yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik
berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional harus berdasarkan persaingan sehat,
transparansi, efisiensi dan nondiskriminasi. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum merupakan
sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat
yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab,
sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial (zoon politicion), yang
berarti manusia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi
dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.* Adapun bidang hukum yang
terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah:

1) Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna
pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia
barang/jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa terjadi pada
proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia
barang/jasa instansi pemerintah merupakan hubungan HAN atau TUN. Dalam proses ini,
pengguna barang/jasa instansi pemerintah (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran bertindak sebagai pejabat negara/daerah bukan mewakili negara/daerah sebagai
individu/ pribadi. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan
pejabat negara/daerah atau publik. Karena keputusan pengguna barang/jasa instansi
pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah, maka apabila ada pihak yang
dirugikan (penyedia barang/jasa, atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan
tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti
rugi atau rehabilitasi.

2) Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang/jasa
sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa.
Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses
penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses berakhirnya

4 Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 27
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kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual. Dalam
proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili oleh PA/KPA/ PPK/ULP
sebagai individu/ pribadi. Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum
(privat). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Buku III tentang
Perikatan, dimana disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau
perjanjian.> Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana
pihak yang menyelenggarakan 379 suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu
harga tertentu. Perjanjian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan. Perjanjian menurut R.
Subekti adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap
persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang/jasa . Hubungan
hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada tahap persiapan pengadaan
sampai dengan selesainya kontrak merupakan hubungan hukum pidana. Hukum pidana (the
criminal law) karena mengatur mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan
hal-hal yang bersangkut paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan
hidup. Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa bahwa hukum pidana
diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna
barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini
sesuai dengan asas-asas hukum “geen straf zonder schuld”, tiada hukuman tanpa kesalahan.
Tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa titik rawan terjadinya penyimpangan seperti pada
tahap perencanaan pengadaan adanya indikasi penggelembungan anggaran atau mark-up,
rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan untuk KKN, penentuan jadwal
pengadaan yang tidak realistis. Selain itu, titik rawan tindak pidana tersebut di atas bisa juga
terjadi pada tahap pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi perusahaan, penyusunan
dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengumuman calon pemenang, tahap
sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan
penyerahan barang/jasa yang tidak memenubhi syarat dan bermutu rendah.”

4. SANKSI BAGI PIHAK YANG MENYIMPANG
a) Sanksi Administratif

Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh PPK/ Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan kepada penyedia sesuai dengan ketentuan administrasi yang diberlakukan

dalam peraturan pengadaan. Bentuk-bentuk sanksi admnistrasi yang dapat dikenakan

kepada penyedia antara lain adalah:

1) Digugurkan penawarannya atau pembatalan pemenang atas ditemukan adanya
penyimpangan upaya mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan guna
memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah
ditetapkan, melakukan persengkongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk
mengatur harga penawaran di luar prosedur, dan membuat dan/atau menyampaikan
dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar.

2) Pemberlakuan denda terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan. Sanksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks perdata sebuah
perjanjian/kontrak.

3) Pencairan jaminan yang diterbitkan atas pelanggaran yang dilakukan, untuk selanjutnya
dicairkan masuk ke kas negara/daerah.

4) Penyampaian laporan kepada pihak yang berwenang menerbitkan perizinan, terhadap
penyimpangan yang dilakukan sehingga dianggap perlu untuk dilakukan pencabutan
izin yang dimiliki.

> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Buku Ill tentang Perikatan
®R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1987, him. 1.

’ Abu Saman Lubis, Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Kemenkeu RI, Jakarta, 2011, him. 5.
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b)

5) Pemberlakuan sanksi administrasi berupa pengenaan sanksi finansial atas ditemukan
adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.

6) Kewajiban untuk menyusun perencanaan ulang dengan biaya sendiri atas Konsultan
Perencana yang tidak cermat dalam menyusun perencanaan dan mengakibatkan
kerugian negara. Sanksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks perdata sebuah
perjanjian atau kontrak.

Apabila yang melakukan pelanggaran adalah PPK/ Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan yang berstatus pegawai negeri maka jika ditetapkan telah melakukan
pelanggaran maka berlaku sanksi yang diatur dalam aturan kepegawaian yang diberikan
oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan sanksi, seperti teguran,
penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian sesuai dengan
peraturan kepegawaian.

Pencantuman Dalam Daftar Hitam

Pemberian sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia, dilakukan
oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pada tahap proses pemilihan barang/jasa, Penyedia
Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi blacklist apabila:

1) Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan
yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

2) Mempengaruhi ULP (Unit Layanan Pengadaan), Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat
Pembuat Komitmen) atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun,
baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan
dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.

3) Mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan atau pihak lain yang berwenang dalam
bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Kontrak dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Melakukan persengkongkolan dengan Penyedia Barang/ Jasa lain utuk mengatur
harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga
mengurangi, menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat
dan/atau merugikan orang lain.

5) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak
benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam
Dokumen Pengadaan.

6) Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan/ atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

7)  Mengundurkan diri pada masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang
tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

8) Menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80%
HPS.

9) Memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri.

10) Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada
saat penunjukkan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh
PPK.

11) Mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPPK.

Pada tahapan kontrak, Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi
blacklist apabila:
1) Terbukti telah melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
2) Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
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3) Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun
tidak langsung untuk memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan
ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak
termasuk pertanggungjawaban keuangan.

5) Melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK.

6) Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak
bertanggungjawab.

7) Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/]Jasa.

8) Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang
mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

¢) Gugatan Secara Perdata
Gugatan adalah pengajuan yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang
berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan
sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran
suatu hak. Gugatan mengandung sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan
diputus oleh pengadilan.

Dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa, para pihak yang membuat perjanjian dapat
mengambil jalur hukum secara perdata apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan
kontrak. Hal ini dipahami sebagai salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas pacta sunt
servanda. Asas tersebut menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang
membuatnya seperti halnya undang-undang. Hakim atau pihak lain dalam hal ini harus
menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak dan tidak boleh
melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

d) Dituntut Ganti Rugi

Pemberlakuan tuntutan ganti rugi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat

dikenakan berupa:

1) Terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

2) Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar
bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga
yang belaku saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan
kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.®

5. DASAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan: “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945
termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses
perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh
masyarakat, dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Sebagai salah satu
implementasinya adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

® pasal 78 — 83 Perarturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut seharusnya dilaksanakan
sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan

pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa,

efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

6. BENTUK PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pasal 27 Perpres No 16 Tahun 2018 menjelaskan
jenis perjanjian yaitu:®

1)

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
d. Terima Jadi (Turnkey); dan
e. Kontrak Payung.
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.
Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a
merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan
tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai
dengan Kontrak.
Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak
Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap
untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak
ditandatangani;
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume
pekerjaan; dan
c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

% peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 27.
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7)

8)

9)

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan;
b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam
Kontrak.
Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf ¢ dapat
berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang
belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak
ditandatangani.
Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa
didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
pekerjaan belum bisa dipastikan.
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani
lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu)
Tahun Anggaran; atau
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu
lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Dalam Pasal 28 Perpres No 16 Tahun 2018 bentuk perjanjian/kontrak terdiri atas:

1)

2)

6)

7)

Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. bukti pembelian/pembayaran;

b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK);

d. surat perjanjian; dan

e. surat pesanan.
Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan
untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).
Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ digunakan untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring,.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau menteri
yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

7. KESIMPULAN

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
dikeluarkan oleh Presiden RI guna mengawasi proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
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dimana di dalamnya juga mengatur tugas dan wewenang komponen-komponen dan pihak-pihak
dalam pengadaan barang dan jasa.Prinsip-prinsip perjanjian/kontrak secara universal yang
terdapat dalam norma KUH Perdata tetap berlaku dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang
dan jasa pemerintah, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip
kekuatan mengikat, dan prinsip keseimbansagan. Prinsip transparansi dalam kontrak pengadaan
barang pemerintah merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
penawaran dan penerimaan (akseptasi) yang dilakukan melalui pelelangan secara terbuka, baik
melalui media cetak dan/atau melalui media elektronika. Prinsip transparansi bukan merupakan
salah salah prinsip yang digunakan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, karena dalam
pengadaan barang pemerintah masih terdapat prinsip-prinsip efisien;. efektif; terbuka; bersaing;
adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel.

Dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, para pihak bertindak berdasarkan prinsip saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Para pihak sepakat
melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak dan
berkewajiban untuk bertindak berdasarkan prinsip itikad baik dalam melaksanakan
terpenuhinya tujuan dan isi perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
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